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PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Sdw
   

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama  Sendawar yang memeriksa dan mengadili  perkara

Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan  Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Neng Maryani binti  Abdul Muhaimin,  tempat dan tanggal  lahir  Empas,  23

November  1972,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  bertempat

kediaman di  Jalan  Teratai  RT.  03,  Kampung Sumber

Bangun,  Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai

Barat, sebagai Penggugat;

melawan 

Rido bin Sumarsa, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 6 Mei 1954, agama

Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Petani  Karet,

bertempat  kediaman  di  Lembaga  Pemasyarakatan

Kelas II B Tenggarong, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan

Tenggarong,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat di

persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  cerai  gugat  dengan  suratnya

tertanggal 18 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Sendawar dengan register Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal  18 Februari

2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

tanggal 22 Juni 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Barong  Tongkok,  Kabupaten  Kutai  Barat,
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Provinsi  Kalimantan  Timur,  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

52/08/VI/2016, tanggal 24 Juni 2016;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda dengan memiliki

seorang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik

Penggugat di Sumber Bangun;

4. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai  seorang  anak  yang  bernama  Rima  Lestari  binti  Rido,  NIK

6407206706090002,  umur  10  tahun  (Sendawar,  27  Juni  2009)  dalam

pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa  semula  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis  namun  pada tanggal  15  Oktober  2018  sudah  tidak  harmonis

dikarenakan  Tergugat  ditangkap  oleh  Kepolisian  Kutai  Barat,  atas

pengaduan anak bawaan Penggugat yang telah disetubuhi Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 Tergugat divonis bersalah telah

melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan

dengannya  secara  berlanjut,  berdasarkan  Putusan  Nomor

14/Pid.Sus/2019/PN.SDW Tergugat  dipidana penjara selama 8  (delapan)

Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub 3

(tiga) bulan;

7. Bahwa,  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  dapat  dibina  lagi  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik

bagi  Penggugat  untuk  menyelesaikan  permasalahan  Penggugat  dengan

Tergugat.  

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan

dan menyelesaikan perkara ini,  dengan menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Rido  bin  Sumarsa)

terhadap Penggugat (Neng Maryani binti Abdul Muhaimin);

3. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sesuai  hukum  yang

berlaku.

Bahwa pada hari  dan tanggal  yang telah ditetapkan, Penggugat telah

datang  menghadap  ke  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang

sebagai  wakil  atau  kuasanya,  meskipun  menurut  relas  panggilan  yang

dibacakan  di  persidangan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

sedang  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu  disebabkan  oleh  suatu

halangan yang sah;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  mendamaikan  dengan  cara

menyarankan  kepada  Penggugat  agar  berpikir  untuk  tidak  bercerai  dengan

Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil  gugatannya  untuk  bercerai

dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini  tidak dapat  dilaksanakan mediasi  karena

Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang

terhadap isinya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti surat berupa: 

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor  52/08/VI/2016 tanggal  24 Juni  2016

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok,

Kabupaten Kutai Barat (Bukti P.1);

2. Fotokopi  Salinan Putusan  Nomor  14/Pid.Sus/2019/PN  Sdw  tanggal  19

Februari  2019 yang  dikeluarkan  oleh  Panitera  Pengadilan  Negeri  Kutai

Barat (Bukti P.2);

Bahwa alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen

serta telah dicocokkan sesuai  dengan aslinya oleh Ketua Majelis,  lalu diberi

kode P.1 dan P.2 serta diparaf;
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Bahwa Penggugat  telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

pada  pokoknya  Penggugat  tetap  ingin  bercerai  dengan  Tergugat  dan

Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan

putusan;

Bahwa  untuk  singkatnya  uraian  putusan  ini,  maka  semua  hal  yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  telah  menikah  dengan

Tergugat  di  hadapan  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Barong  Tongkok,

Kabupaten  Kutai  Barat  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  52/08/VI/2016

tanggal  24  Juni  2016,  dan  saat  ini  rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat

sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai  legal standing

untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam

pasal  14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal  73 Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh

Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannnya dilangsungkan menurut

hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama,  maka  Pengadilan  Agama  berwenang

memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak datang,

maka terhadap perkara ini  tidak dapat  dilakukan Mediasi,  akan tetapi  untuk

memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan
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Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun

tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  sekalipun  telah  dipanggil

secara resmi  dan patut  untuk menghadap di  persidangan tidak datang,  dan

tidak  pula  menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  dan  ketidak

datangannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal  149  ayat  (1)  RBg.

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan

kesempatan  kepada  Penggugat  untuk  membuktikan  kebenaran  dalil-dalil

gugatannya;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  merupakan  fotokopi  buku  nikah  yang

dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  berdasarkan  undang-undang  dan

telah  bermaterai  cukup  dan  cocok  dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut

menjelaskan mengenai  pernikahan Penggugat  dengan Tergugat  yang terjadi

pada tanggal 22 Juni 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan  Barong Tongkok,  Kabupaten Kutai  Barat,  sehingga bukti

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik

yang  mempunyai  nilai  pembuktian  sempurna  (volledig)  dan  mengikat

(bindende);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi petikan putusan yang

dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  berdasarkan  undang-undang  dan

telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rido bin Sumarsa

(Tergugat)  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan

tindak  pidana  “melakukan  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan

persetubuhan  dengannya  secara  berlanjut”,  dan  dijatuhi  “pidana  penjara

selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan dikenakan

hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”, sehingga

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta
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otentik  yang mempunyai  nilai  pembuktian sempurna (volledig)  dan mengikat

(bindende);

Menimbang, bahwa  berdasarkan bukti  P.2 yang menjelaskan Tergugat

dihukum pidana penjara selama  8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka alat bukti tersebut telah mencukupi

bagi  Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  sebagaimana  pasal  23

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan

perceraian karena alasan salah seorang dari suami isteri mendapat hukuman

penjara 5 (lima) tahun atau yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 19

huruf  (c)  maka  untuk  mendapatkan  putusan  perceraian  sebagai  bukti

Penggugat  cukup  menyampaikan  salinan  putusan  Pengadilan  yang

memutuskan perkara;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  sependapat  dan  mengambil  alih

pendapat ahli fiqih dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55;

إنْ إتعََََزّزٍ تعَزَّزَ فإَ ََوَاَرٍ اوَْ ب ََةٍَ اوَْ ت َُهَُ جَََازَ غيَبْ إثبْاَت إ
إالبْيَنّةَإ ب

Artinya :  “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka

perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang,  bahwa  dalam  petitum  gugatan  poin  1  (satu)  Penggugat

memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis

Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan

baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum

gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar

Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat,

sebagai berikut;  

Menimbang,  bahwa berdasarkan dalil-dalil  gugatan Penggugat  setelah

dihubungkan  dengan  bukti  surat,  maka  di  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa  Tergugat  telah  menjadi  tahanan  Kepolisian  dan  Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II B Tenggarong sejak tanggal 15 Oktober 2018;
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2. Bahwa Tergugat  telah  dijatuhi  hukuman pidana penjara  oleh  Pengadilan

Negeri  Kutai  Barat  selama  8 (delapan)  tahun  dan  denda  sejumlah

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar  rupiah) karena  terbukti  secara sah dan

meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “melakukan  ancaman

kekerasan  memaksa  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  secara

berlanjut;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

Tergugat ditahan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim

berkeyakinan  bahwa  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya

dapat dikatakan sudah pecah (broken marriage);

Menimbang,  bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat  dan Tergugat

tersebut  dapat  diketahui  dari  keadaan  Penggugat  dan  Tergugat  yang  telah

berpisah tempat tinggal  sejak  2 (dua)  tahun yang lalu  hingga selesai  masa

tahanannya,  tanpa  menjalankan  kewajiban  suami  isteri,  dimana  seharusnya

sebuah  rumah  tangga  antara  suami  dan  isteri  saling  melayani  dan

melaksanakan  hak  dan  kewajiban,  hal  tersebut  merupakan  suatu  indikasi

bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku

suami  yang  tidak  datang  di  persidangan untuk  membela  hak-haknya  atau

setidak-tidaknya  untuk  membujuk  Penggugat  agar  bersatu  kembali

sebagaimana  semula,  merupakan  indikasi  bahwa  Tergugat  juga  tidak  ingin

mempertahankan  rumah  tangganya  lagi  sehingga  sudah  tidak  ada  harapan

untuk dirukunkan lagi;

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim juga telah  berupaya mendamaikan

dengan  cara  menyarankan  kepada  Penggugat  agar  tetap  rukun,  namun

Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan

bahwa  Penggugat  sudah  tidak  lagi  berkeinginan  berumah  tangga  dengan

Tergugat,  maka  Majelis  Hakim  dapat  menarik  suatu  kesimpulan  yang

merupakan  fakta  hukum adalah  bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat
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telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah  tangga  yang  sulit

untuk dirukunkan lagi;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat

dalam  surat  Ar-Rum  ayat  21  dan  juga  ketentuan  Pasal  1  Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa

tujuan  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan

suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi saling mencintai, saling pengertian

dan  saling  melindungi  dan  bahkan  Penggugat  tetap  sudah  tidak  lagi

berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar

kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan

norma  hukum  maka  perceraian  dapat  dijadikan  salah  satu  alternatif  untuk

menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian

yang  diajukan  oleh  Penggugat  telah  memenuhi  apa  yang  dimaksud  dalam

Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yakni Tergugat mendapat hukuman penjara 5

(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat dapat dibuktikan oleh Penggugat di

persidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan

menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara

ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat,  segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Rido  bin  Sumarsa)

terhadap Penggugat (Neng Maryani binti Abdul Muhaimin);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp441.000,00  (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15

Rajab 1441 Hijriyah,  oleh kami  Majelis  Hakim Pengadilan Agama Sendawar

yang terdiri  dari  A.  Rukip,  S.Ag.  sebagai  Ketua Majelis,  Fakhruzzaini,  S.HI.,

M.HI.  dan Gunawan, S.HI.  masing-masing sebagai  Hakim Anggota,  putusan

mana  pada  hari  itu  juga  diucapkan  oleh  Ketua  Majelis  dalam sidang  yang

terbuka untuk  umum dengan dihadiri  para  Hakim Anggota  tersebut,  dibantu

oleh Suhaimi Rahman, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota     Hakim Anggota

 Ttd.           Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.       Gunawan, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suhaimi Rahman, S.HI.

Halaman 9 dari 10
Putusan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA Sdw

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp  30.000,00

2. Proses       : Rp  50.000,00

3. Panggilan     : Rp345.000,00

4. Redaksi            : Rp  10.000,00

5. Materai             :       Rp    6.000,00                                     

Jumlah                  : Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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